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PENYAKIT BERBAHAYA  

(Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung  
No. 2846/Pdt.G/2021/PA.TA) 

 
 

Muhammad Indra Munandar1), Akhmad Husaini2) 
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi’i Jember 

1)indramunandar44@gmail.com, 2)Zufaralasad89@gmail.com 
 

ABSTRACT 
Marriage is a type of worship that is important and sacred in Islam, humans are given a place 
to worship as well as worship by carrying out marriage according to religious demands. In 
living together between husband and wife there are often problems that are sharp thorns, 
arise from each married couple, there is misunderstanding, incompatibility, there is 
dissatisfaction because of trivial matters, there is discomfort, because each person maintains 
his ego. Not all marriage goals can be achieved, divorce is the last resort to let go of marital 
relations. General explanation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. There are 
found principles of marriage law, one of which is the principle of complicating the legal 
process of divorce. One example of the reason for divorce is that one of the parties gets a 
dangerous disease in the form of mental disorders or acute stress that often recurs, which 
results in not being able to carry out their obligations as a husband and wife. This research 
is a research library, and the data analysis technique in this study is content analysis. This 
study aims to find out the legal considerations and legal consequences of divorce against 
husbands who experience dangerous diseases in the form of mental disorders or acute stress 
that often recur, and find out how the trial process comes to the final decision of the Panel 
of Judges. 
Keywords: Marriage, Divorce suit, Islamic fikih law. 
 

 
ABSTRAK 

Pernikahan merupakan salah satu jenis ibadah yang berkedudukan penting dan sakral dalam 
Islam. Manusia diberikan sebuah wadah untuk berketurunan sekaligus beribadah dengan cara 
melaksanakan perkawinan sesuai tuntutan agama. Dalam hidup bersama antara suami dan 
istri sering terjadi persoalan-persoalan yang adalah duri-duri tajam, muncul dari masing-
masing pasangan suami istri, ada kesalahpahaman, ketidakcocokan, ada ketidakpuasan karena 
hal sepele, ada ketidaknyamanan, oleh karena masing-masing orang mempertahankan 
egonya. Tidak semua perkawinan tujuannya dapat tercapai, perceraian adalah jalan terakhir 
untuk melepaskan hubungan perkawinan, di tambah penjelasan umum Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ditemukan asas hukum perkawinan, yang salah 
satunya adalah asas mempersulit proses hukum perceraian. Salah satu contoh alasan 
terjadinya perceraian adalah salah satu pihak mendapat penyakit berbahaya berupa gangguan 
jiwa atau stres akut yang sering kambuh, yang mana berakibat tidak dapat menjalankan 
kewajibannya sebagai suami istri. Penelitian ini merupakan library research, dan teknik analisis 
data dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis). Penelitian ini bertujuan untuk 

mailto:indramunandar44@gmail.com
mailto:Zufaralasad89@gmail.com
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mengetahui pertimbangan hukum dan akibat hukum dari cerai gugat terhadap suami yang 
mengalami penyakit berbahaya berupa gangguan jiwa atau stress akut yang sering 
kambuh, dan mengetahui bagaimana proses persidangannya sampai pada Putusan akhir 
Majelis Hakim. 
Kata Kunci: Perkawinan, gugat cerai, Hukum fikih islam. 
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PENDAHULUAN 

Pernikahan adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Allah menyebutkan 

diantara anugrah yang Dia berikan kepada para rasul kepada orang-orang yang bertaqwa 

adalah pernikahan. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 

 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا م ِّن قَ بْلِّكَ وَجَعَلْنَا لََمُْ أَزْوَاجاا وَذُر ِّيَّةا 

Dan Sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai 
Muhammad dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keterunan.(Q.S. Ar- Ra’d: 
38). 

Ini menunjukkan bahwasanya istri dan adanya anak anak merupakan karunia yang 

Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih, yaitu para rasul, orang-orang yang dekat 

dengan Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Karena pernikahan membawa banyak kemaslahatan, yaitu 

kemaslahatan yang diinginkan oleh syariat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: 

،  مَعْشَرَ  يََ   ،  وَأَحْصَنُ  لِّلْبَصَرِّ،  أَغَضُّ  فإَِّنَّهُ  فَ لْيَ تَ زَوَّجْ،  الْبَاءَةَ  مِّنْكُمُ  اسْتَطاَعَ  مَنِّ  الشَّبَابِّ يَسْتَطِّعْ لََْ  وَمَنْ  لِّلْفَرْجِّ

، فَ عَلَيْهِّ   لصَّوْمِّ   .وِّجَاءلَهُ  فإَِّنَّهُ  بِِّ

Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian yang mampu untuk menikah maka 
menikahlah sesungguhnya pernikahan bisa menundukkan pandangan,dan pernikahan 
lebih menjaga kemaluan.1 

Dan ini tentu nya diinginkan oleh syariat. Syariat menghendaki seorang muslim 

terjauhkan dari fitnah-fitnah yang bisa menjerumuskan dia dari hal hal yg haram. Dianjurkan 

baginya untuk menundukkan pandangan, Hendaknya seseorang menjaga kemaluannya, dan 

menyalurkan syahwatnya pada jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala yaitu 

pernikahan. Jika tidak ada pernikahan maka akan terjadi banyak sekali penyakit social. Seperti: 

penyakit menular seksual, sifilis, HIV, hepatitis B, dan lain sebagaimana. 

Diantara tujuan pernikahan untuk mendapatkan dzuriyah shalihah, (keturunan yang 

baik), sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyaallahu’anhu: 

 
1 Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi,Shahih Muslim,( Qohirah;Matbaah isa al-bab 

al-halbi wasirkah) jld. 2, hlm. 1018. 
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نْسَانُ  مَاتَ  إِّذَا   تَ فَعُ  عِّلْمٍ  أَوْ  جَارِّيةٍَ،  صَدَقَةٍ  مِّنْ  إِّلََّّ  ثَلًَثةٍَ:  مِّنْ  إِّلََّّ  عَمَلُهُ  عَنْهُ  انْ قَطَعَ  الِّْْ صَالِّحٍ  وَلَدٍ  أَوْ  بِّهِّ،  يُ ن ْ

 يَدْعُو لَه. 

Jika seseorang anak Adam telah meninggal dunia maka akan terputus seluruh 
amalanya kecuali tiga perkara,sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, dan agar 
mendapatkan keturunan yang shalih yang mendoakanya.2 

Keturunan  shalih yang mendoakan dia tatkala ia sudah meninggal dunia, manakala 

dia sudah tidak bisa lagi beramal, shalat, zakat, puasa, berdzikir, maka saat itu dia butuh 

dengan doa dari anaknya yang shalih. 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala juga menamakan tali pernikahan dengan Mitsaqan Ghalidza; 

ikatan yang kuat dan kokoh antara pasangan. Maka dari itu pernikahan menggambarkan 

betapa sakralnya sebuah jalinan pernikahan, sehingga tidak pantas dijadikan ajang bermain 

atau kompetisi semata. Pernikahan merupakan karunia dari Allah Subhanahu Wata’ala yang 

harusnya kita jaga dan pelihara.  

Namun terkadang keindahan pernikahan dan kasih sayang antara suami istri 

terkadang tidak diperoleh. Setelah menjalani pernikahan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, 

seperti percekcokan, ketidak cocokan antara suami dan istri. Pun terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan, sampai pada tingkatan harus bercerai. Jika dilanjutkan pernikahan tersebut maka 

berpotensi menimbulkan banyak kemudaratan. 

Perceraian adalah jalan terakhir untuk melepaskan hubungan perkawinan. Seperti 

pada putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 2846/Pdt.G/2021/PA.TA. 

perceraian pasangan yang suaminya mengalami sakit berbahaya berupa ganguan jiwa atau 

stress akut yang sering kambuh. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan. Alasan perceraian dalam perkara yang diteliti oleh peneliti 

termasuk dalam penjelasan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf e dan f, hal tersebut disertai dengan bukti 

yang mendukung, sehingga terjadilah perceraian. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah penelitian 

mengenai perceraian pasangan yang suaminya mengalami sakit berbahaya  berupa gangguan 

 
2 Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi,Shahih Muslim,( Qohirah; Matbaah isa al-bab 

al-halbi wasirkah) jld. 3, hlm. 1255. 
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jiwa atau stress akut yang sering kambuh.  Yang mana itu terjadi di Pengadilan Agama 

Tulungagung dengan putusan Nomor: 2846/Pdt.G/2021/PA.TA. Memperhatikan pada 

peraturan undang-undang yang mengatur masalah perkawinan3 dan undang-undang 

mengatur pula tentang tata cara perceraian4 serta dengan merumuskan masalah mengenai 

pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 

2846/Pdt.G/2021/PA.TA terhadap cerai gugat terhadap suami yang mengidap penyakit 

bahaya tersebut, maka hak-hak suami akibat cerai gugat yang diajukan istri berdasarkan 

putusan Nomor: 2846/Pdt.G/2021/PA.TA. akan ditinjuan dari Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) dan undang-undang nomor satu 1 tahun 1974. Juga akan diteliti akibat hukum cerai 

gugat terhadap suami yang mengidap penyakit yang berbahaya berupa ganguan jiwa atau 

stress akut yang sering kambuh berdasarkan putusan Nomor: 2846/Pdt.G/2021/PA.TA. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan libary research, yaitu penelitian dengan teknik  membaca 

dan menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan dari berbagai referensi 

seperti kitab-kitab jurnal-jurnal dan referensi-referensi lain dan didukung oleh beberapa 

sumber data lainnya seperti kitab-kitab perundang-undangan yang memiliki kolerasi dan 

relevan dengan pokok bahas penelitian. Dalam hal ini penulis memfokuskan masalah 

mengenai putusan Pengadilan Agama Tulungagung yang sudah memiliki kekuatan hukum 

tetap. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi putusan, dan studi 

kepustakaan. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.5 Analisis 

kualitatif merupakan cara untuk pemilihan data yang menghasilkan data diskriptif. 

 

  

 
3 Undang-undang nomor: 1tahun 1974 pasal 3 kompilasi hukum islam (KHI). 
4 Peraturan pemerintah nomer 9 tahun 1975 pasal 116. 
5 Lexy J. Moleong. 2010. Metodologi Penilitian Kualitatif. Jakarta: Remaja Rosda Karya. Hal 248 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 2846/Pdt.G/2021/PA.TA  PA 

Tulungagung 

Penelitian ini merupakan konten analisis dengan menganalisis putusan pengadilan 

Agama Tulungagung Nomor: 2846/Pdt.G/2021/PA.TA tentang cerai gugat. Bentuk 

Putusan Pengadilan di dalamnya terdiri dari  1) Kepala putusan, 2) Identitas pihak-pihak 

yang berperkara, 3) Ringkasan gugatan, 4) Petitum, 5) Amar putusan (diktum), 6) Dan 

keterangan lainnya. 

Adapun bentuk putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 

2846/Pdt.G/2021/PA.TA tentang cerai gugat sebagai hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. Kepala putusan 

Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Agama 

Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat 

pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara 

Cerai Gugat antara: 

b. Identitas pihak-pihak yang berperkara 

Para pihak yang berperkara, yaitu: 

1) Pemohon (tidak disebutkan namanya) umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan 

SLTA, pekerjaan (tidak disebutkan) tempat kediaman di Kabupaten 

Tulungagung. 

2) Termohon (tidak disebutkan namanya) umur 30 tahun, Agama Islam, 

Pendidikan SLTA, pekerjaan (tidak disebutkan) tempat kediaman di Kabupaten 

Tulungagung.  

c. Ringkasan Gugatan 

Ringkasan gugatan merupakan duduk perkara yang dijelaskan oleh penggugat 

dalam gugatannya. Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Desember 2021 

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 29 

Desember 2021 dengan register perkara nomor 2846/Pdt.G/2021/PA.TA telah 

mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: 
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1) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Juli 2018 

berdasarkan Kutipan Akta Nikah  No. XXX/020/VII/2018 yang dikeluarkan 

oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;  

2) Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami 

istri dan bertempat dirumah orang tua Penggugat selama 5 bulan, kemudian 

pindah hidup bersama dirumah sendiri selama 2 tahun 6 bulan. 

3) Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun 

sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak, bernama 

Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 3 tahun. 

4) Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun 

tentram, dan harmonis, namun sejak September tahun 2019, rumah tangga 

antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengalami penyakit berbahaya berupa 

gangguan jiwa atau stres akut yang sering kambuh sehingga membuat Penggugat 

tidak nyaman jika bersama dengan Tergugat. 

5) Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, 

semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak akhir Juni tahun 2021 antara 

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat lebih 6 bulan dan sejak itu pula 

Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin. 

6) Bahwa Pwnggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan 

tetapi tidak berhasil. 

d. Petitum (Gugatan Penggugat) 

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, penggugat memohon majelis 

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan 

putusan yang amarnya sebagai berikut: 

1) Mengabulkan gugatan Penggugat. 

2) Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat. 

3) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat. 

e. Amar Putusan dan Biaya perkara Mengingat segala ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

Mengadili: 

1) Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap ke persidangan tidak hadir. 
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2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek. 

3) Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat 

(PENGGUGAT). 

4) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini 

sejumlah Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah). 

f. Keterangan lainya 

Putusan diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin 

17 Januari 2022 Masehi, bertepatan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 Hijriyyah, oleh 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang terdiri dari: Drs. Sanusi sebagai 

Ketua Majelis dan Drs. Ngizzuddin Wangidi dan Drs. Jureimi Arief masing-masing 

sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum dan hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim 

Anggota dan dibantu oleh Ramdan Jaealani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan 

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat. 

Berdasarkan uraian di atas, apabila perkawinan yang di dalamnya sudah tidak 

ada rasa kasih sayang dan saling mencintai, maka kebahagiaan serta keutuhan rumah 

tangga sulit untuk diwujudkan. Seperti yang terjadi pada Putusan Pengadilan Agama 

Tulungagung Nomor: 2846/Pdt.G/2021/PA.TA. Melihat data penelitian telah 

terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak September 2019 telah terjadi 

perselisihan, keadaan tersebut terus berlanjut meskipun tidak dalam rentang waktu 

yang teratur, dan puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan juni 2021 yang 

mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan pisah tersebut 

sampai sekarang sudah berjalan lebih dari enam bulan dan tidak ada hubungan yang 

baik antara Penggugat dengan Tergugat, yang juga merupakan bukti bahwa rumah 

tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga 

telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah 

tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah 

terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dan dikehendaki oleh Pasal 19 

huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di dalam persidangan ada fakta hukum lain 

yaitu Tergugat mempunyai penyakit berbahaya berupa gangguan jiwa atau stres akut 

yang sering kambuh, alasan tersebut dapat digunakan sebagai alasan perceraian 

sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) huruf (e) Penjelasan Undang- Undang 
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Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 

1975 jo Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 39 ayat (2) huruf (e) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan 

bahwa “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri”. 

 

2. Pembahasan Penelitian 

Putusan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan 

diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan 

perkara permohonan. Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor : 

2846/Pdt.G/2021/PA.TA tentang cerai gugat diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim 

dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, panitera 

pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat. 

Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor  2846/Pdt.G/2021/PA.TA tentang 

cerai gugat merupakan jenis putusan verstek /In Absensia (pasal 125 HIR/149 R.Bg) 

yakni putusan yang dijatuhkan karena tergugat dalam hal ini suami(Tergugat) tidak hadir 

meskipun telah dipanggil secara resmi. Putusan verstek dijatuhkan karena telah dipenuhi 

syarat-syarat berikut: 

a. Tergugat telah dipanggil secara dan resmi dan patut. 

b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak 

ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah. 

c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi mengenai kewenangan. 

d. Penggugat hadir di persidangan. 

e. Penggugat mohon keputusan. 

Dengan ketidakhadiran penggugat di persidangan, maka upaya mediasi sesuai 

PERMA no. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan 

dengan pembuktian dari penggugat. Pembuktian dan Pertimbangan Hakim Pembuktian 

merupakan salah satu tahapan dalam hukum acara perdata. Pembuktian secara yuridis 

memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang 

bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. 

Putusan Hakim Pengadilan Agama nomor 2846/Pdt.G/2021/PA.TA tentang 

cerai gugat dalam pembuktiannya telah memenuhi syarat administratif karena penggugat 

dalam gugatannya telah menyertakan bukti P 1 dan P.2 sebagai alat bukti tertulis berupa 
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surat keterangan domisili penggugat dan fotocopy duplikat kutipan akta nikah atas nama 

tergugat telah menikah pada tanggal 9 Juli 2018 bedasarkan kutipan akta nikah no. 

xxx/020/VII/2018 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan xxxxxx xxxxxx. Selain 

mengajukan alat bukti tertulis penggugat juga mengajukan 2 orang saksi kedua bibinya di 

bawah sumpahnya di depan sidang pengadilan memberikan keterangan yang menguatkan 

keterangan dan alasan gugatan penggugat. Berdasarkan alat-alat bukti di atas dan alasan-

alasan penggugat dalam positanya, maka ditemukan fakta–fakta hukum sebagai berikut: 

− Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah. 

− Sejak bulan Juli 2019  hubungan rumah tangga tergugat tidak harmonis terjadi 

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat mengalami penyakit berbahaya 

berupa gangguan jiwa atau stres akut yang sering kambuh sehingga membuat 

Penggugat tidak nyaman jika bersama Tergugat. 

− Sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang tergugat telah meninggalkan rumah dan tidak 

memberi nafkah wajib maupun batin kepada penggugat. 

− Saksi penggugat telah berusaha untuk memberikan nasihat penggugat untuk sabar 

menunggu tergugat pulang namun tidak berhasil. 

Maka atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Putusan Hakim didasarkan 

atas pertimbangan-pertimbangan: 

a. Mengabulkan gugatan Penggugat. 

b. Secara faktual hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan 

tidak harmonis dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri, sehingga tujuan 

perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah dan bahagia dan kekal tidak tercapai, 

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 UUP nomor 1 tahun 1974 dan 

petunjuk Al-Qur’an surat Al-Rum ayat 21 tidak terwujud. 

c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini 

sejumlah Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah). 

Atas dasar fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim 

memutuskan perkara gugatan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat suaminya (Tergugat) 

dengan menjatuhkan talak satu khul’i. Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung 

tersebut sesuai dengan apa yang dimohon oleh Penggugat. Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het 

Herziene Indonesich Reglement (HIR) serta dalam pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang 

melarang seorang Hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Putusan yang 
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sifatnya ultra petita dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran 

hakim memutus tidak sesuai dengan apa yang dimohon(petitum) oleh pemohon. 

Berdasarkan  penjelasan di atas pasangan yang terkena penyakit berbahaya berupa 

gangguan jiwa atau stres akut yang sering kambuh sangat beda jauh dengan yang 

pasangannya sehat jasmani dan rohani setelah berpisah mereka masih bisa mendapatkan 

pendamping kembali dan bisa menata rumah tangganya dengan baik, akan tetapi 

pasangan yang salah satunya mengalami penyakit berbahaya berupa gangguan jiwa atau 

stress akut yang sering kambuh  tidak akan mungkin semudah itu untuk mendapatkan 

jodoh kembali sedangkan hidupnya saja harus selalu dengan pendampingan 

keluargannya, akibat hukum yang dialami di antaranya adalah : 

a. Putusnya ikatan perkawinan yang sah. 

b. Pemohon sudah tidak lagi bertanggung jawab dalam segala hal kepada Termohon. 

c. Termohon akan lebih parah sakitnya  jika tidak ada yang dukungan dari keluarga 

yang merawatnya. 

 

3. Khulu’ dalam Fikih Islam 

Syariat Islam memberikan jalan keluar bagi pasangan suami istri ketika mereka 

tidak lagi merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam keluarganya. Baik dalam bentuk 

cerai yang itu berada di tangan suami atau gugat cerai (khulu’) sebagai jalan keluar bagi 

istri yang tidak memungkinkan lagi untuk tinggal bersama suami. 

Perceraian dengan kehendak istri disebut dengan cerai gugat dalam istilah fikih 

klasik disebut dengan khulu’. dalam bahasa Arab disebut Al-Khulu (  Kata Al-Khulu .(   لخلُْعُُا

(  dengan didhommahkan hurup kha’nya dan disukunkan huruf Lam-nya, berasal (   لخلُْعُُا

dari kata (  Maknanya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang (خُلْعُُالثْوُْبُ 

meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan yang dijelaskan 

Allah sebagai pakaian. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: 

ُل بَاسٌُلَكُمُْوَأنَْ تُمُْل بَاسٌُلَُُ  نَُّهُنَّ

“Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka” (Q.S Al-

Baqarah 187). 

Sedangkan menurut pengertian syari’at, para ulama mengatakan dalam banyak 

defenisi, yang semuanya kembali kepada pengertian, bahwasanya Al-Khulu ialah terjadinya 
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perpisahan (perceraian) antara sepasang suami-istri dengan keridhaan dari keduanya dan 

dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya.6 Adapaun Syaikh Al-Bassam 

berpendapat, Al-Khulu ialah perceraian suami-istri dengan pembayaran yang diambil 

suami dari isterinya, atau selainnya dengan lafazh yang khusus.7 

Dari pemaparan di atas disimpulkan bahwa khulu’ diartikan sebagai tebusan 

seorang istri dari suami yang dibencinya dengan sejumlah harta yang dibayarkan 

kepadanya untuk membebaskannya dari suaminya. Khulu’ dinamakan juga 

tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang 

pernah diterimanya atau mahar yang diberikan kepada istrinya. 

Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan hukum asal wanita gugat cerai  hal ini, 

diantaranya, Dari Tsauban radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

ُغَيرُمَاُبََْسٍ؛ُفَحَراَمٌُعَلَي ْهَاُراَئ حَةُُ اُامرأةٍُسألتُزوجَهاُطلاقاًُفِ   ُ.الجنََّةُ أيُّم

“Wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk dicerai tanpa kondisi 
mendesak maka haram baginya bau surga” [HR Abu Dawud no 2226, At-Tirmidzi 
1187, Ibnu Majah dan Ahmad, dan dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam kitab Irwa’ul 
Ghalil, no. 2035].8 

Hadits ini menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi seorang wanita yang meminta 

perceraian tanpa ada sebab yang diizinkan oleh syariat. Hadis di atas tidaklah memaksa wanita 

untuk tetap bertahan dengan suaminya sekalipun dalam keadaan tertindas. Karena yang dilarang 

oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah melakukan gugat cerai tanpa alasan yang 

dibenarkan. Artinya, jika itu dilakukan karena alasan yang benar, syariat tidak melarangnya, 

bahkan dalam kondisi tertentu, seorang wanita wajib berpisah dari suaminya. 

Dasar kebolehannya gugat cerai (khulu’) dalam hadis adalah sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi 

wa sallam dalam Hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma: 

 
6 Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Shahih Fikih As-Sunnah, Al-Maktabah At-Tawfiqiyyah, jilid 3, hal 

340. 
7 Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Taudhihul Ahkam Min Bulughul Maram, Maktabah Al-Asadi, 

jilid 5, hal 468. 
8 Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Shahih Fikih As-Sunnah, Al-Maktabah At-Tawfiqiyyah, jilid 3, hal 

342. 
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ُصَلَّىُاللهُُعَلَيْه ُوَسَُ ي  ُمَاأنَق مُُعَلَىُثََب تٍُجَاءَتُْامرأَةَُُثََب تُبْن ُقَ يْسُبْن ُشَََّاسٍُإ لََُالنَّب  لَّمَُفَ قَالَتُْيََُرَسُولَُاللََّّ

ُأَخَافُُالْكُفْرَُفَ قَالَُرَسُواللََّّ ُصَلَّىُاللهُُعَلَيْه ُوَسَلَّمَُفَتََدُي يْنَُعَُ أَنّي  ُإ لاَُّ خُلُق  ُد يْنٍُوَلاَُ ؟ُفَ قَالَتُْنَ عَمُُُْلَيْهُ فِ  حَد يقَتَهُُ

  .فَ رَدَّتُْعَلَيْه ُوَأمََرَهُُفَ فَارقََ هَا

“Istri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam seraya 
berkata; “Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlaknya. 
Aku hanya takut kufur”. Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : 
“Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?”. Ia menjawab, “Ya”, maka ia 
mengembalikan kepadanya dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam 
memerintahkannya, dan Tsabit pun menceraikannya” [HR Al-Bukhari]. 

Hadis di atas menjelaskan bahwa jika istri Tsabit bin Qais  sama sekali tidak 

membenci sang suami, hanya saja sang wanita khawatir tidak bisa menjalankan 

kewajibannya sebagai istri sehingga tidak bisa menunaikan hak-hak suaminya dengan 

baik. Maka boleh baginya meminta agar suaminya meridhoinya untuk khulu’, karena ia 

khawatir terjerumus dalam dosa karena tidak bisa menunaikan hak-hak suami. 

Imam Ibnu Qudamah Rahimahullah telah menyebutkan kaidah dalam hal ini  

membolehkan para istri untuk melakukan gugat cerai Beliau mengatakan: 

أُوُْ أُوُْضَعْف ه ، كُ بََ ه ، أُوْ أُوُْد ين ه ، أُوُْخُلُق ه ، لَْق ه ، كَُر هَتُْزَوْجَها،ُلخ  إُذا رْأةَ
َ
أُنَُّالم يَتُُْنََْو ُذَل كَ،ُوخَُوجُُْلَةُُالأمْر  ش 

ُطاعَت ه ،ُجازَُلَاُأنُْتُُال عَهُُب ع وَضٍُتَ فْتَد يُب ه ُنَ فْسَهاُم نهُُ َُتعَالَُفِ  ُاللََّّ    .أنُْلاُتُ ؤَدي يَُحَقَّ

Jika seorang wanita membenci suaminya karena akhlaknya atau karena fisiknya atau 
karena agamanya, atau karena usianya yang sudah tua, atau karena dia lemah, atau 
alasan yang semisalnya, sementara dia khawatir tidak bisa menunaikan hak Allah 
dalam mentaati sang suami, maka boleh baginya untuk meminta khulu’ (gugat cerai) 
kepada suaminya dengan memberikan biaya atau ganti untuk melepaskan dirinya.9 

Kesimpulan dari masalah di atas, jika seorang wanita sama sekali tidak membenci 

suaminya, hanya saja si wanita khawatir tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri 

sehingga tidak bisa menunaikan hak-hak suaminya dengan baik, karena ia khawatir 

terjerumus dalam dosa karena tidak bisa menunaikan hak-hak suami, atau suami tidak 

menunaikan hak utama istri, seperti tidak memberikan nafkah kepadanya, atau tidak 

membelikan pakaian untuknya, dan kebutuhan-kebutuhan primer yang lainnya, dan 

suami ternyata tidak bisa menggauli istrinya dengan baik, atau istri tidak bisa mencintai 

 
9 Abu Muhammad abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Maktabah Qahirah jilid 
7, hal 323. 
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suami karena kekurangan pada jasadnya seperti cacat badan atau buruknya suami, Maka 

boleh baginya meminta agar suaminya meridoinya untuk khulu’,  (gugat cerai) kepada 

suaminya dengan memberikan biaya atau ganti untuk melepaskan dirinya.  

Dalam konteks Pengadilan Agama, hukum materil mengenai khulu’ telah diatur 

didalam (KHI) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa khulu’ harus berdasarkan 

atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116. Perceraian dapat terjadi karena alasan 

atau alasan-alasan: 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain 

sebagainya yang sukar disembuhkan. 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa 

izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih 

berat setelah perkawinan berlangsung. 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan 

pihak lain. 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. 

f.   Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak 

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

g. Suami melanggar taklik talak. 

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam 

rumah tangga.10 

 Sehingga berdasarkan penyelesaian KHI di atas sesuai dengan pasal 116 poin e 

dan f  Putusan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung nomor 

2846/Pdt.G/2021/PA.TA tentang cerai gugat dengan menjatuhkan talak satu khul’i 

dengan alasan bahwa suami mengidap penyakit berbahaya berupa gangguan jiwa atau 

stres akut yang sering kambuh dan membuat Penggugat tidak nyaman jika bersama 

Penggugat, dan  Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 

kurang lebih 6 bulan, dan sejak itu pula  Tergugat tidak memberi nafkah wajib maupun 

batin kepadanya 6 bulan lamanya. 

 
10 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Gema 

Insani Press, 1994, h. 111 dan 113. 
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KESIMPULAN 

Setelah menguraikan pokok-pokok permasalahan, maka penulis memperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Putusan nomor 

2846/Pdt.G/2021/PA.TA ditemukan fakta hukum yaitu Penggugat dan Tergugat 

sering berselisih, Tergugat mempunyai penyakit berbahaya berupa gangguan jiwa atau 

stress akut yang sering kambuh sehingga membuat Penggugat tidak nyaman jika 

Bersama Tergugat, dan Tergugat meninggalkan Penggugat selama 6 bulan. 

Berdasarkan fakta tersebut di atas hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya 

mendasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan 

dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Menurut penulis Hakim dalam 

pertimbangan hukumnya semata-mata hanya menggunakan huruf (f), di dalam 

persidangan ada fakta hukum lain yaitu Tergugat mempunyai penyakit berbahaya 

berupa gangguan jiwa atau stress akut yang sering kambuh sehingga membuat 

Penggugat tidak nyaman jika Bersama Tergugat, alasan tersebut dapat digunakan 

sebagai alasan perceraian. Sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) huruf (e) 

Penjelasan Undang-undang nomor1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (e) pereraturan 

pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 pasal (e) Kompilasi Hukum Islam. 

2. Pertimbangan Hakim dalam perkara cerai gugat Putusan nomor 

2846/Pdt.G/2021/PA.TA dengan menjatuhkan bahwa terjadi talak satu ba’in sughra 

Tergugat terhadap Penggugat. Maka akibat hukumnya suami istri tidak dapat rujuk 

kembali, tetapi diperbolehkan ada akad nikah baru dan mahar baru serta bagi istri 

boleh menikah dengan pria lain. 

3. Cerai gugat sama dengan khulu’ yang ada dalam Islam yakni permintaan istri kepada 

suami agar menceraikannya karena takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum 

Allah yaitu taat kepada suami dengan adanya iwadh (tebusan) yang diberikan kepada 

suami sebagai tebusan dirinya agar suami menceraikannya dengan menggunakan 

lafaz khulu’ atau semakna dengan itu dari suami. 

Syariat tidak memaksa wanita untuk tetap bertahan dengan suaminya sekalipun dalam 

keadaan tertindas. Karena yang dilarang oleh syariat adalah melakukan gugat cerai tanpa 
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alasan yang dibenarkan. Artinya, jika itu dilakukan karena alasan yang benar, syariat tidak 

melarangnya, bahkan dalam kondisi tertentu, seorang wanita wajib berpisah dari suaminya. 

Dalam konteks Pengadilan Agama, hukum materil mengenai khulu’ telah diatur di dalam 

(KHI) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa khulu’ harus berdasarkan atas alasan 

perceraian,  yang mana Tergugat mempunyai penyakit berbahaya berupa gangguan jiwa atau 

stress akut yang sering kambuh, alasan tersebut dapat digunakan sebagai alasan perceraian 

sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) huruf (e) Penjelasan Undang- Undang Nomor 1 

Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 

huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 39 ayat (2) huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “Salah satu pihak mendapat 

cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami 

istri”. 
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